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Tesisini mengkaji tentang perkembangan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala
daerah dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dan permasal ahan
konstitusionalitas pengisian jabatan melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
berlaku saat ini. Masalah konstitusional kedudukan wakil kepala daerah dan persoalan pemaknaan pemilihan
kepala daerah secara demokratis haruskah untuk seluruh daerah, termasuk daerah istimewa menjadi bagian
dari kajian. Pendlitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan
undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep juga pendekatan sejarah digunakan untuk
mengkaji permasalahan penelitian. Bahan hukum yang ada dianalisis dengan menggunakan silogisme dan
interpretas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil
kepala daerah mengalami perubahan dari masa ke masa. Dalam perkembangannya pernah diberlakukan
pengaturan pengisian jabatan kepala daerah baik secaralangsung maupun tidak langsung. Perubahan
mekanisme pengisian jabatan kepala daerah tersebut dipengaruhi dan ditentukan oleh corak peraturan
perundang-undangan otonomi daerah yang ditetapkan oleh rezim pemerintahan yang berlaku. Pengisian
jabatan melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlaku saat ini tidak memiliki
landasan konstitusional yang kuat.

Dasar hukum pel aksanaannya cenderung merujuk pada politik hukum dari pembentuk undang-undang yang
menafsirkan makna pemilihan demokratis sebagai pemilihan umum. Kedudukan Wakil Kepala Daerah dan
pemilihan umum untuk memilih wakil kepala daerah yang dilaksanakan satu paket dengan kepala daerah
meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi adalah konstitusional. Pengisian jabatan kepala
daerah melalui pemilihan demokratistidak harus dimaknai dengan pemilihan langsung untuk seluruh
daerah. Menurut konstitusi pengaturan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat
berbedabeda untuk setiap daerah termasuk untuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa.

...... This thesis examines the devel opment of position filling mechanism of regional and vice regional head
in the constitution that has been issued by Indonesian Government before and the constitutionality of
position filling problem through the current elections of regional and vice regiona head. The constitutional
position problem of the Vice Regional Head and meaning issue in democratic local elections, whether or not
it should be for the entire region including a special area, becomes part of the study. This study examines the
use of normative legal research methods. Law approach, case and concept approach, and historical approach
are used to assess research problems. Legal materials are analyzed by using syllogisms and interpretation.
The results show that the development of position filling mechanism of the regional and vice regional head
amended from time to time. In its development, direct and indirect position filling regulations have ever
been imposed. Changes in the mechanism of position filling of the regional head is affected and determined
by the mode of legidlation of regional autonomy regime stipulated by government regulations. The position
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filling through the current elections of regional and vice regional head does not have a strong constitutional
basis.

The legal basis for itsimplementation tends to refer to the legal politics of the legislators who interpret the
meaning of democratic elections as elections.Position of Regional Head and general electionsto elect
representatives of regiona heads that was conducted together with the head region election is constitutional,
although not set explicitly in the Constitution. Filling the position of the regional head through democratic
elections should not be interpreted as direct elections for the entire region. According to the constitution,
regulation for the position filling of regional and vice regional head may be different for each local unit of
government, including special regions. According to the constitution, regulation for the position filling of
regional and vice regiona head may be different for each local unit of local government.



